BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 16 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 49 TAHUN 2019
TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN SEWA BARANG MILIK DAERAH
BERUPA TANAH PADA KAWASAN EKONOMI KHUSUS
MALOY BATUTA TRANS KALIMANTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

Menimbang : a. bahwa memperhatikan Disposisi Bupati atas Telahaan Staf
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Nomor: 800/758/DPMPTSP/V /2021 tanggal 31 Mei
2021 perihal Permohonan Revisi Peraturan Bupati Kutai
Timur Nomor 49 Tahun 2019 tentang tentang Tata Cara
Pelaksanaan Sewa Barang Milik Daerah Berupa Tanah pada

Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan;

b. bahwa untuk mendorong perkembangan dan pertumbuhan
ekonomi daerah khususnya di kawasan ekonomi khusus
Maloy, dengan memberikan kemudahan dan fasilitas untuk
investasi, sehingga perlu mengubah Peraturan Bupati
Nomor 49 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa
Barang Milik Daerah Berupa Tanah pada Kawasan Ekonomi

Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Nomor 49 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa
Barang Milik Daerah Berupa Tanah pada Kawasan Ekonomi

Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan;




Mengingat
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Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 47 tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau,
Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota
Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau,
Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota
Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3962);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 20014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 4090);

Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2014 tentang
Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia 5610);




Menetapkan
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan
Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6173);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 50, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6652);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang
Kemudahan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6654);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016

tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman

Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN

BUPATI NOMOR 49 TAHUN 2019, TENTANG TATA CARA
PELAKSANAAN SEWA BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH
PADA KAWASAN EKONOMI KHUSUS MALOY BATUTA TRANS
KALIMANTAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kutai Timur
Nomor 49 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa
Barang Milik Daerah Berupa Tanah pada Kawasan Ekonomi

Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan diubah, yakni:

1. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:




Pasal 12

(1) Tarif sewa Rp. 1.750,00 (seribu tujuh ratus lima puluh
rupiah) permeter persegi per tahun.

(2) Pemerintah Daerah memberikan masa tenggang atau
bebas dari sewa (grace period) 4 (empat) tahun, dengan
masa kostruksi paling sedikit 3 tahun dan pada tahun
keempat mitra sewa sudah inulai berproduksi.

(3) Tarif sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau

setiap 10 (sepuluh) tahun.

2. Ketentuan Lampiran diubah, sehingga berbunyi sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal Il

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 22 Juni 2021

BUPATI KUTAI TIMUR.
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ARDIANSYAH SULAIMAN

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 22 Juni 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR,

IRAWANSYAH
BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 16
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LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR

NOMOR 16 TAHUN 2021

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 49 TAHUN 2019, TENTANG TATA CARA
PELAKSANAAN SEWA BARANG MILIK DAERAH
BERUPA TANAH PADA KAWASAN EKONOMI
KHUSUS MALOY BATUTA TRANS KALIMANTAN.

PERUBAHAN BESARAN SEWA BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH
PADA KAWASAN EKONOMI KHUSUS MALOY BATUTA TRANS KALIMANTAN

TAHUN

HARGA SEWA PER M2 (Rp.)

1.750

1.750

1.750

1.750

1.750

10.

1.750

1:E-

1:750

12.

1.750

13.

1.750

14.

1.750




15. 1.750
16. 1.750
17 1.730
18. 1.750
19. 1.750
20. 1.750

BUPATI KUTAI TIMUR,
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